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A. Latar Belakang

Pekerja/buruh merupakan tulang punggung perusahaan, tanpa adanya pekerja
tidak akan mungkin perusahaan itu bisa berjalan. dan berpartisipasi dalam
pembangunan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang etenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan

Kontrak
n pengusaha secara

lisan dan/a i i ] idak tertentu

menjadi bekerja karena beban Ke
tersebut dimulai sejak abad ke-20 seorang W
tangga saja, tetapi juga ikut bekerja untuk memenuhi kebutuha eluarganya

karena tuntutan ekonomi. Fenomena wanita dalam bidang pekerjaan juga dikenal

1 Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, him. 57.






sebagai “industial redeployment”, terutama terjadi melalui pengalihan proses
produksi didalam insdustri manufaktur dari negara-negara berkembang.?

Banyak berita yang menginformasikan bahwa pekerja wanita yang bekerja
pada perusahaan sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Terkadang
pekerja wanita sampai melakukan pekerjaan yang seharusnya dikejakan seorang
laki-laki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan ada yang memberitahukan

bahwa pekerja wanita kurang diperhatikan oleh perusahaan yang diperlakukan

dibawalipekerjawanita tidak sestiaidengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja
laki :

emperkerjakan  perempuan

diperus aan tidaklah mudah vyang

dibayangkan. Masih ada bebefapa halzyang hajus-diperhafikan=mengingat hal-hal

sebag ikut para wanita umumnya a le etapi tekun,
norma \ usila harus diu ar {tena : a tidak terpengaruh

.tif AP emegadkaLz Tawar -| epekerjakan

ekerja " URNWKNGan yang harus

any

oleh perbuat
pada malam ha
yang sesuai dengan te

Tetapi pada kenyataannyamnasalahperlindungan tenaga kerja masih jauh dari
harapan. Perlindungan terhadap tenagatkerja pe an telah diatur dalam*Pasal
76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 200 g, Ketenagakerjé dan
Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2003 tentang Kewajiban

Pengusaha Yang Memperkerjakan Pekerja Perempuan dimana proses penerapanya

2 lwan Prayitno, Wanita Islam Perubah Bangsa, Pustaka Tarbiatuna, Jakarta, 2003, him. 185.
3 Ibid him. 190.

4 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. him 87.



dilakukan langsung oleh pengusaha lewat perjanjian kerja antara pengusaha dengan
tenaga kerja yang kemudian diawasi oleh instansi yang berwenang.® Perlindungan
yang dimaksud adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin
kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk
mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, tentunya dengan tetap
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pada Pasal 76 ayat 3 huruf (b) Undang—undang Nomor 13 Tahun 2003

tentanggketenagakerjaan yang befisiimenjaga kgsusilaan dan keamanan selama di

di jinomoto karna dilihat dari PKB

tempatkerja” ini masih belum diterapka

(Pefjanjian Kerja Bersama) tempat kerja tersebugidak tercantum perlindungan bagi

pe wanita. Asusila memifikiEmakaasyary '1 gatluas, Metai=dari melihat yang
an. Tempat

sede D rupa sampai den ) .
kerja sa \ entan terhadap A dari sesama teman

pekerja ma atasarm W..—m #PE™scseorang,
sementara asusilasant engmg K ﬁﬁﬁn
Pasal 27 ayat (2)'Unda ang Juga sudah menjamin hak setiap warga

negara untuk memperolen*ipekerjaam, dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan, dengan adanya undang-unda tersebut seharusnyagfSetiap
perusahaan yang memiliki tenaga kerja dapat menje ehidupan tenaga anya,
mulai dari faktor kesehatan, keselamatan, maupun keamanan pekerjanya di tempat

kerja.®

5> Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 224 Tahun 2003 tentang Kewajiban pengusaha yang
memperkerjakan pekerja perempuan.

® Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 27 ayat 1.



Pasal 86 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berisi “setiap
pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan
dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat
dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.’

Pada perusahaan yang menerapkan sistem kerja secara shift, ada aturan
khusus untuk waktu kerja wanita dengan umur kurang dari 18 tahun. Kebijakan ini
berupaglarangan._un perusahaan. memperkegrjakan pekerja wanita pada jam
malam, yakni jam 23:00 — 07.00 bahwa perl:%yang memperkerjakan wanita

di j

23:00 — 07:00 wajib menyediakan asupafi makanan dan minuman bergizi.

Hal ermasuk dalam pasal #&=Ayat £ URdang=Endan§Nemer-43 Tahun 2003
tenta etenagakerjaa. Fas dan tem
mandi & dan penerang K.

pekerja perémptan, har %’ b!’-gw-e"a-" MaiitesparTe haru saja

melahirkan tentUSharu mbeKﬂRA' ﬁ“ﬁ( buah hatinya.
Untuk mengatasi hal pe anh melalui Pasal 83 Undang—Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagake mewajibkan perusahaan menyediakan

oleh kamar

ar
a

ndisi kesehatan agar

fasilitas berupa tempat menyusui. De de gkerja wanita dapat meémerah
ASI disela-sela waktu istirahat bekerja.2 Permasa perlindungan tenaga kerja
wanita dalam pelaksanaanya masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan

banyaknya pelaksanaannya yang diluar apa yang telah ditetapkan oleh Undang-

7 H suryanto, Sehat Damanik, Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, DSS Publishing, Jakarta, 2006, hal. 36.

8 Ibid , him .37.



Undang Ketenagakerjaan. Dimana perusahaan masih banyak membuat peraturan
sendiri untuk kepentingan perusahaan tanpa memperhatikan apa yang menjadi hak
dari para pekerjanya

Sebelumnya sudah ada penulisan penelitian tentang pekerja wanita, untuk
membedakan proposal penelitian yang akan dibuat oleh penulis dengan penulisan
yang sudah ada sebelumnya, maka yang membedakan diantaranya adalah

identifikasi masalah, alat analisis, dan lokasi penelitian, oleh karena itu berikut dua

penelitidn’Sebelumnya yang akanpenulis cantumkan dalam penelitian ini sebagai
beri

Dalam kasus ini terdapat kasus pelecehan sgksual yang dimana pekerja wanita

yan inisial CS sebagai peffibérongai=dafiERT EGokko Mifaisyang-bekerja di PT.

d
Regula \ :

Undang-Undang . 003 a-i"‘gﬂ*-' man telah

Ajino aku sebagai

m Pasal 86 ayat 1
hwa : “setiap

memberikan perlindingan bagy ien: aﬂﬁwﬁln
A
buruh memperoleh hakidan dungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan

harkat dan martabat manusia a l-nilai agama”. Pelecehan yang dilakukan

oleh pelaku berupa pelecehan fisik erti Me apg badan korban. b ut
keterangan korban pelecehan seksual terjadi saa aysedang berjalansefdiri di
area tempat kerja dia ditarik oleh pelaku dibawa ke dalam ruangan yang sepi tanpa
pengawasan CCTV kemudian pelaku menutup pintu melakukan tindakan yang
melanggar asusila. Setelah terjadi kejadian itu korban tidak berani melaporkan

peristiwa tersebut karna merasa takut dan malu sehingga korban hanya bisa



menceritakan kejadian itu kepada rekan laki-laki nya yang sama bekerja di PT.
Ajinomoto sebagai regular (Karyawan Tetap) lalu rekan laki-laki nya melaporkan
kejadian itu kepada atasanya.

Untuk menguatkan tingkat kemurnian tulisan, penulis mencantumkan dua
hasil penelitian sebelumnya yang ada keterkaitanya dengan tulisan yang yang
dibuat oleh penulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang
Mengalami kasus pelecehan diantaranya sebagai berikut :

1. amudyasWardhani, Universitas Esa/Unggul, “Peranan Serikat Pekerja
alam Perlindungan Hukum Te dapizhan Pelecehan Seksual Untuk

Pekerja Perempuan Di Tempat Kerja”.

al yang membedakan penalisan=penefiti
danya kesempatan k k
\ adanya akses ng san untuk membuka

. % .|| r1"‘#_. lal kepada

KARAWANG

orban untuk melakukan perlawanan terhadap

r kantor dan

korban.

b. Tidak ada

pelecehan seksual yanguelilakukan oleh pelaku.

c. Tindakan tutup mulut atau tidakimelapo tersebut kepada pihiak

atasan atau yang berwenang

2. Anindya Pramesti, Universitas Muhammadiyah Surakarta, ‘“Perlindungan

Hukum Terhadap Pekerja Wanita Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan .

Hal yang membedakan penulisan peneliti sebelumya :



a. Sesungguhnya pekerja wanita menyadari bahwa masih ada perjanjian kerja
yang merugikan dirinya, karena terkadang tidak semua hak khusus pekerja
wanita dicantumkan dalam perjanjian kerja tersebut. Namun mereka pasrah
dengan perjanjian kerja tersebut karena faktor posisi tawar yang lemah dan
keterbatasan lapangan kerja.

b. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, beberapa peraturan menteri lainnya dan norma aturan
asion pg.telah ada,semestinya Kasus pelanggaran hukum terhadap

erja wanita akan semakin jarang ﬁr. Namun pada kenyataannya

pelaksanaan dari semua aturan-aturan ter

but terkadang tidak dilaksanakan

penuhnya. —
(i nya pekerja Waruan kP mengalami

pe \a di tempat ke ny d da saha “melupakan”
pelanggaranspelafgoararrangaa u.w.%
Berdasarkah, Urdian temRW\A NGI lebih dalam

mengenai permasalahanitentang, perlindungan pekerja wanita sebagai penelitian

proposal dengan judul : “Pet nganikerhadap Pekerja Wanita Atas Tindakan

Asusila Yang Dihubungkan Dengan “Undang —C ag. Nomor 13 Tahan 2003
Tentang Ketenagakerjaan Juncto Undang-Undang ahun_202@ftentang
Cipta Kerja”.

B. Identifikasi Masalah

Berhubungan dengan hal yang diuraikan tersebut diatas, maka penulis

mengangkat permasalahan-permasalahan sebagai berikut :



1. Apa akibat hukum terhadap karyawan yang melakukan tindakan asusila
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja wanita menurut ketentuan

Perjanjian Kerja Bersama yang ada di PT. Ajinomoto ?

C. Tuj )j' itian
tuk memahami akibat hukum ter karyawan yang melakukan

indakan asusila ditinjau dari Undang-fdndang Nomor 13 Tahun 2003

entang Ketenagakerjaan=duncto=tndang {tadang Nomor=4t. Tahun 2020

g Cipta Kerja.
\> engetahui baga : dap pekerja wanita

D. Manfaat penelitia KARAWANG

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitiaAiial kiranya dapat menambah manfaat
pengetahuan dalam ilmu hukur usnyasdibidang hukum perdata yang
berkaitan dengan perlindungan pekerja wa

2. Secara Praktis
Untuk para pekerja wanita agar mampu memahami temuan penelitian

ini secara praktis dan tidak lagi kehilangan perlindungan bagi pekerja wanita.



E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-
undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka kepastian hukum dan
perlindungan hukum melekat pada warga negara Indonesia bahkan sejak dalam
kandungan orang tua. Kepastian hukum dan perlindungan hukum juga mengatur
dalam aspek ketenagakerjaan perlindungan wanita.®

Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja merupakan

peme hak-d ang meleKat.dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana

yang diatur dalam pasal 27 ayat ( nda dang Dasar Negara Republik

lap warga negara berhak atas

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Tia

pek n dan penghidupan yangdayakbagi yat (1) yang
men bahwa” Perems rsama atas
kekelua \ dengan demi gar: p sar yang dilindungi
oleh konstitusiyr g Beeaia ha nﬁ

aK:-aSd I if;"lk“ 2 C terhadap

GWHKARAWANG™ ™

erlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk

pekerja dimaks
kesamaan kesempatal

mewujudkan kesejahteraan pekésja da

eluarganya dengan tetap memperhatikan

perkembangan kemajuan dunia usahafidan Kepeftingan pengusaha, RéFaturan
perundang-undangan yang terkait dengan perlindung gi-pekerja yaknigndang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.°

° Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

10 Barzah Latupono, Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak
(Outsourcing) Di Kota Ambon, Jurnal Sasi Vol. 17, 2021.
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Berdasarkan beberapa teori perlindungan hukum yang ada, penulis
menitikberatkan dan memilih konsep teori perlindungan hukum yang dipaparkan
oleh Philipus M. Hadjon yang dijadikan sebagai “pisau analisis” dalam penulisan
hukum karena konsep perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dinilai
paling relevan untuk diterapkan di negara Indonesia dan memiliki keterkaitan yang
erat dengan penulisan hukum ini. Philipus M. Hadjon memberikan pengertian
perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
penga erhadap_hak-hak asasi.manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
berd an ketentuan hukum dari kesew ena@%u sebagai kumpulan peraturan
atall Kaidah yang akan dapat melindungi suaty] hal dari hal lainnya.'* Menurut

//
Hindgngan=hagi kepentingan

pai. Tujuan

Sudikne Mertokusumo dalami=fehgsifya sebe

ukum mempuny.
pokok f

adalah mencip
ketertiban ¢ baree
diharapkan kepe@ting | primer dari
hukum mencakup tigalpo KnA;aaﬁsatuM fungsi perlindungan.

Hukum mempunyai fungsi

tertib, Menciptakan

gi masyarakat dari ancaman bahaya gan

tindakan-tindakan yang merugikan bartkiyiang da | sesamanya dan kel@mpok

masyarakat, Termasuk yang dilakukan oleh pemeg ekuasaan (pemecrimtah dan
negara) ataupun yang berasal dari luar yang ditujukan terhadap 12 fisik, jiwa,

kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.'?

11 philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987,
him.25.

2 sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Mahakarya Pustaka, Yogyakarta, 2019, Him 39.
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Negara Indonesia pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala
bidang. Pembangunan ini meliputi juga pembangunan ketenagakerjaan.
Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap perempuan, Merupakan hak asasi
yang harus diperoleh. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) Undang —

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan bahwa setiap warga

negara amaan. kedudukannya“di_dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

it gan tidak ada kecualinya.’®

me ung hukum dan pemerintah

Perfiyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tak ada perbedaan kedudukan di

dalé ukum dan pemerintafah badi=Sential Warga. ne@ara;=baik: wanita, pria,

dewa anak-anak dala a di bidang
ketenagakerjaan/waktu, temp erjaa

Men ) de -’J."NW“" Q 2 #hun 2003

Tentang Ketenag WAB Gyang mampu
melakukan pekerjaa enghasilkan barang dan atau jasa baik untuk

memenuhi kebutuhan senc paup tuk masyarakat. Konsep tenaga kerja
adalah: “Bagian penduduk yang mar bekerye mproduksi barang daf¥jasa”.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menggolongkan pe ia 15-64 tahungsebagai

tenaga kerja. Indonesia menggolongkan penduduk usia 10 tahun keatas sebagai

13 Kurnia Maharani, Peran Negara Dalam Mewujudkan Hubungan Industri Pancasila Yang
Harmonis Menuju Kesejaheraan Pekerja. him. 1. Diakses melalui http:ejournal.upnvj.ac.id/
index.php/ Yuridis/article/view/179/150 diakses pada tanggal 24/03/2022 pukul 20.53 WIB.



http://ejournal.upnvj.ac.id/
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tenaga kerja, dengan alasan terdapat banyak penduduk usia 10- 14 dan 65 tahun ke
atas yang bekerja.'*

Tempat kerja tidak hanya ruangan secara fisik sebagai tempat aktivitas kerja
selama delapan jam sehari, seperti kantor atau pabrik, namun juga lokasi yang
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan karena adanya tanggung jawab dalam
hubungan kerja, seperti acara-acara sosial yang terkait dengan pekerjaan, seminar

dan pelatihan, perjalanan dinas, makan siang, makan malam bisnis, atau kampanye

promosifyang diselenggarakan ufitak menjalin ysaha resmi dengan klien dan calon

reka aupun percakapan lewat teleépen dan unikasi lewat media elektronik.

Sehingga tempat kerja meliputi tidak hanya ruang fisik tetapi juga mencakup semua

ja ja diluar ketentuan yafg=telah:@iatur=ddlam=Bndang=—&hndang Nomor. 13

Tahu )3 tentang Ketenag
Terja wanita a ) juga bisa diartikan

perempuan dapatkan

hasil. Sehingga ' dilakukan di
luar rumah. Tenaga ke 2 merup:lg seorang W&AI& yangG;h berumur 18
Tahun atau lebih dan boleh ukanipekerjaan, Tetapi diadakan pembatasan gdan
tidak ada larangan mutlak untuk me pkan p jaan. Berdasarkan pem@ertian
tersebut, Maka yang dimaksud dengan Pekerja \Wa dalah Tenaga KerjaWanita

dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dengan menerima upah.®

14 Kurnia Maharani, Peran Negara Dalam Mewujudkan Hubungan Industri Pancasila Yang
Harmonis Menuju Kesejaheraan Pekerja.him. 1. Diakses melalui http://garuda.ristekbrin.go.id/
documents/ detail/333973 pada tanggal 24/03/2022 pukul 21.06 WIB.

5 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, him. 51.

16 Mulyana W. Kusuma, Perlindungan Hukum Bagi Buruh Wanita dan Permasalahannya, him.1
diakses melalui http://www.google.com.id.kompas. diakses 24/03/2022 pukul 21.21 WIB.



http://garuda.ristekbrin.go.id/
http://www.google.com.id.kompas/
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Pekerja wanita yang masih bekerja sebelum atau sesudah waktu yang telah
ditentukan harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap pekerja wanita di
malam hari telah di atur dalam pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana tertera dalam :

1 Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun

dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00.

2 Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang
nénurut_keterangan dokter~berbahaya hagi kesehatan dan keselamatan
dungannya maupun dirinyaap bilﬁ antara pukul 23.00 s.d. pukul

07.00.

engusaha yang mempékerjakai=pekerjalbtruh perempaan-antara pukul

0 sampai pukul 07. ajib
a. \ berikan makana man bef an
b. MSU s Ralllana -"I‘.‘"-.'i.—""“uﬂ‘- C

4 Pengusah menyegliakage a t Wﬂ t b, pekerja/buruh
perempuan yangbera u;RngJA;erja antarauﬁ.oo s.d. pukul
05.00.

5 Ketentuan sebagaimana dimakSudgpada ayati(8),dan ayat (4) diaturglengan
Keputusan Menteri tentang Kewajiban Pe ang Mempe akan

Pekerja Perempuan.

Dalam Pasal 76 menjelaskan bahwa pekerja yang tidak memenuhi usia yang

ditentukan (kurang dari 18 tahun) tidak diperkenankan bekerja sebelum atau

sesudah waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini, dimana yang
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dimaksudkan agar keamanan dari pekerja wanita di malam hari dijamin dan
dilindungi oleh undang-undang. Pekerja yang sedang hamil pun diatur pula dalam
pasal ini, dimana keterangannya tidak berbeda dengan pasal 76 ayat (1), karna
mengingat kesehatan kandungan dari pekerja, dimana menurut penjelasan ayat ini
waktu tersebut tidak disarankan oleh dokter karna membahayakan bagi wanita
hamil.t’

1 Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu Kkerja.

| kerjassebagaimana difmaksud pada/ayat (1) meliputi:
(tujuh) jam 1 (satu) hari dan40 (e luh) jam 1 (satu) minggu untuk
6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) min ;{; atau

2

40-(empa J atu) minggu

8 (delapan) jam 1 (satt:harizdan
atuk 5 (lima) hari ki ala S
3 =\1 an waktu kerja

bagi sektorisahaata

4 Ketentuan gehai wam Ra AiWAN Gerjaan tertentu

sebagaimana di dipada ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri

t (2) tidak berlaku

v LETten

tentang Kewajiban Pengusaha g.Memperkerjakan Pekerja Perempuan:.
Dalam pasal ini jelaskan bahwwa, peng @ ataupun  majik afus
mengikuti aturan tentang waktu kerja dari pekerja; ntuk laki-lakigaupun

pereimpuan.’® Pengusaha tidak boleh memperkerjakan pekerjanya lewat dari batas

17 Ibid him.3.

18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 76.
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waktu yang telah ditentukan. Ada 3 dasar kebijakan perlindungan tenaga kerja
perempuan yang dikategorikan sebagai berikut;

1 Protektif Kebijakan perlindungan ini diarahkan pada perlindungan fungsi
reproduksi bagi tenaga kerja perempuan, seperti pemberian istirahat haid, cuti
melahirkan, atau gugur kandung.

2 Korektif Kebijakan perlindungan ini diarahkan pada peningkatan kedudukan
tenaga kerja perempuan seperti larangan pemutusan kerja bagi tenaga kerja

puan karena menikali;hamil atau megjahirkan. Selain itu juga menjamin

aga kerja perempuan aja iIib@%alam penyusunan Peraturan
Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersgma.

on-deskriminasi Kebijakah pefliidufgantini=diarahkan=pada tidak adanya

akuan yang bersif kri tf | rempuan di

’
)

te \ erja.
Atura

) m unt .ﬁmﬁ.‘? l.l;lew@. 1
laki, seperti cu 3

SKARAWANG ™™
an Kerja bertujuan untuk menjami

n berlangsungnya sistem

erja laki-

dan lain-lain. Perlind
hubungan kerja tanpa disertaif@danyaitekanan dari pihak yang kuat kepada pitlak
yang lemah. Untuk itu pengusaha Wajib, mela akan ketentuan perliadtngan
tersebut sesuai peraturan perundang-undangan e eclaku.*® Emansipasi” yang
dituntut oleh kaum wanita (agar dia mempunyai kedudukan yang sama dengan

pria), namun secara kodrat dia adalah tetap seorang wanita yang mempunyai

kelemahan-kelemahan yang harus dipikirkan. Adanya perlakuan yang sama antara

1 Koen, Buruh Wanita dan Perlindungannya, Harian Umum Jawa Pos, November 2007. Him.67.
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tenaga kerja pria dan wanita merupakan bentuk dari emansipasi wanita. Meskipun
tenaga kerja pria dan wanita memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan,
namun keduanya tidak dapat disamakan dalam jenis pekerjaan. Hukum
ketenagakerjaan telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai hukum
yang memberikan pengayoman, kepastian hukum (asas legalitas), serta sebagai
salah satu pilar dalam suatu negara hukum yang menjunjung tinggi tegaknya
supremasi hokum.

Didalam__pasal 76 Undang-Undang mor. 13 tahun 2003 tentang
Ketgnagakerjaan mengatur pengatura rjai%mtuk pekerja perempuan. Dan

pada pasal tersebut juga memberikan penjelasa

bahwa dilarang mempekerjakan

remberikan shift malam
00-07.00) bagi pe yan A endiri tidak

awah umur 18 3 : rjakan usia dibawah
erupakan r ang ji-dan-akah-banyak asa - nantinya.
an yang tidak

Dan bagi wanita'yang'sedang -,,, m G .
membahayakan unt ibUi@an anaknya. Dan untuk wanita yang sedang

mengandung diberikan keringahan idak melakukan kerja lembur.

peré an dibawah umur 18=tafun, Sefain =t difara

(puk
ada peke

18 tahun

Sudah ada undang-undang Yya menga pabila terjadinya_tifdakan
pelecehan seksual atau perbuatan menyimpang te pelecehan seksualgifamun
kenapa masih banyak sekali korban yang mendapat tindakan pelecehan seksual dan
tidak ada sanksi berat yang diberikan kepada pelaku, bahkan hak-hak korban juga
tidak terjamin seperti yang seharusnya sudah disebutkan dalam Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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Oleh karena itu dalam penelitian ini saya akan menganalisis kembali apa saja
yang terjadi di lapangan pekerjaan, bagaimana perlindungannya, dan apa saja faktor
penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif dan penelitian
lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Data yang dapat
dikumpulkan berupasdata sekunder;yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai,
bentuk'dan isinya telah disusun penuli erdﬁikn dapat diperoleh tanpa terikat

wakttdan tempat.

etode Pendekatan hukum® ini adalah=pénelitian. yuridis-=normative, metode

atau G ang dlpergunakanu H kan dengan
cara me \' pahan pustaka hukum prlmer dan
sekunder.

1. Metode Pe

KARAWANG

Pendekatandpenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif Yan@emengkaji hukum tertulis dari berbagai
aspek, baik itu dari aspek teort, ah, lpnaupun pasal demi*pasal.
Penelitian ini akan dikaji secara normatif™e pecara mempelajari dan

meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang

Nomor 39 Tahun tentang Kementerian Negara.
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2. Spesifikasi Penelitian
Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, penelitian ini bersifat
Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang
menyangkut pemasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan
logis untuk memperolen gambaran yang menyeluruh vyaitu tentang
Perlindungan Terhadap Pekerja Wanita Atas Tindakan Asusila Dihubungkan
D 2ngan Undang ndang flomor 13 Tafiun 2003 tentang Ketenagakerjaan
cto Undang-Undang Nomor Taﬁ@) tentang Cipta Kerja.

ahapan penelitian

hapan penelitian yangditakukan:dimula —

Penelitian denga proses atau
ob gan maksud m mi pengetahuan dari

sebuah ifenomena pe

diketahui see KARAWANG
Kemudian ik esearch, teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara penelitian Stidi Keptistakaan, yaitu teknik mengumpulkan data
dengan meneliti bahan pustaka.
4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu :

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari beberapa

Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang



Tenaga Ketenagakerjaan Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja.

a. Bahan sekunder, yaitu bahan yang erat hubungan nya dengan bahan
hukum primer seperti berupa buku-buku yang terkait dengan penulisan
proposal skripsi ini.

b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi terkait

ukum sepeértiskamus hukum dan kamus bahasa indonesia
alisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dignalisis secara kuantitatif dengan

enalaran_hukum, yaitu metode
ang jelas) terang atas
Undang-Undang

G. Lokasi Pe

A
Lokasi penelitian DAKAD RAWAN[GIitian dimana

penelitian akan dilakukan™Pepeltt ang dilakukan oleh penulis berlokasi di:

enggunakan metode_interpretasi ata

emuan hukum yan mb

i \\ ndang-Undang,

tere dapat diterapkanterhada

1. Perpustakaan Universitas Buafa,Perjuangan Karawang.
Jalan ronggo waluyo, desa sirnaba ecamata
kabupaten karawang.

2. PT Ajinomoto Indonesia Karawang Factory. Jl. Harapan Raya, Blok JJ No.

1, Sirnabaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, 41361.



